BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menuliskan dan memaparkan yang telah dijelaskan

dari bab 1 sampai IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan campuran ataupun pgrkawinan beda negara merupakan suatu

hal yang saat ini lumral pengaruh dan perkembangan

trasnportasi. Yang

salah satunya adalah hak asuh anak atau Aadanah, hal ini menjadi
konsentrasi yang paling serius dikarenakan perceraian tidak memutus
ikatan tanggung jawab suami dan istri dalam hal pengasuhan anak. Secara
historis, bahwasannya hak asuh anak korban perceraian pada perkawinan
campuran bercermin pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang
Kewarganegaraan, dimana Undang-Undang ini menitikberatkan pada asas

fus sanguinis. Asas ini merupakan asas genetik ataupun pertalian darah



yang juga disebut dengan /aw of the blood. Mutlak jatuh kepada seorang
ayah hak asuh anak apabila ditinjau dari Undang-Undang ini. Setelah
reformasi, muncullah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang
menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang
Kewarganegaraan. Pada Undang-Undang ini asas 7us sanguinis mutlak
diganti dengan hak opsional, anak bebas memilih antara ibu atau ayah,
tetapi dua hal ini masih menjadi perbincangan dan menjadi kontroversi.

. Bahwasannya apabila ditinjau gari segi Magasid Al-Ushrah dan di

ida penelitian ini adalah
berbicara hak asuh anak. Artinya, peneliti memberikan stigma
bahwasannya apabila ditinjau dari segi Magasid Al-Ushrah maka hak asuh
anak lebih baik dijatuhkan kepada seorang ayah atau bisa dikatakan hal ini
berbanding lurus dengan Hukum Perdata Internasional. Ayah dianggap
lebih berhak atas hak asuh karena ayah adalah kepala keluarga yang akan
mempertanggung jawabkan anaknya. Hukum Perdata Internasional sudah

mempertimbangkan dan bersepakat demi Kemaslahatan, anak yang orang



tuanya bercerai maka hak asuhnya jatuh kepada ayah, berbanding lurus

dengan Magasid Al-Ushrah Jamal Al-din ‘Atiyyah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang sudah

dipaparkan diatas, maka peneliti menyarankan agar:

1. Konsep yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang

menggantikan Undang-Undang lNomor 62 Tahun 1958 bisa dijadikan

anak dikarenakan hal ini sudah

anak yang baru dengan lebih mengedepankan kebahagiaan, keadilan dan

kesejahteraan seorang anak.



